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Buku ini, berjudul "Proyeksi Diplomasi Kemanusiaan Indonesia di Pasifik 

Selatan dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045," hadir sebagai panduan 

strategis bagi Indonesia dalam merumuskan dan mengimplementasikan 

diplomasi kemanusiaan di kawasan Pasifik Selatan. Menuju Indonesia Emas 

2045, Indonesia memiliki peluang besar untuk memanfaatkan kekuatan 

diplomatiknya guna memimpin berbagai upaya kemanusiaan di wilayah 

tersebut. 

Kami mengulas berbagai inisiatif strategis yang dapat dilakukan Indonesia, 

mulai dari peningkatan bantuan kemanusiaan dan pembangunan, kerja sama 

dalam mitigasi perubahan iklim, hingga penguatan diplomasi ekonomi. Selain 

itu, kami juga membahas pentingnya pendidikan dan pelatihan sebagai alat 

untuk meningkatkan kapasitas negara-negara Pasifik Selatan dalam 

menghadapi tantangan masa depan. 

Diplomasi kemanusiaan merupakan pilar penting dalam visi Indonesia 

Emas 2045. Melalui pendekatan yang komprehensif dan koheren, Indonesia 

diharapkan dapat memainkan peran yang lebih aktif dalam mendukung 

stabilitas dan pembangunan di Pasifik Selatan. Buku ini juga menyoroti 

pentingnya kolaborasi antara pemerintah, LSM, dunia usaha, dan akademisi 

dalam mengoptimalkan potensi diplomasi kemanusiaan Indonesia. 

Kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan dan panduan praktis 

bagi para pembuat kebijakan, akademisi, serta pelaku diplomasi dalam 

mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 melalui diplomasi kemanusiaan yang 

efektif dan berkelanjutan di Pasifik Selatan. 

 

Selamat membaca! 
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BAB 1 

KONTEKSTUAL  

DIPLOMASI SECARA GLOBAL 

 
Sebelum mengupas lebih dalam tentang diplomasi kemanusiaan dan 

perdamaian yang dilakukan Indonesia di negara Pasifik Selatan dalam 

menghadapi thucydides trap, penulis terlebih dahulu akan memberikan 

gambaran yang umum dan integral mengenai kontekstual diplomasi secara 

mondial. Diplomasi yang kuat merupakan kebutuhan yang mendasar bagi 

setiap negara dalam menghadapi dinamika kompleks di tingkat internasional. 

Pertama, diplomasi yang efektif memungkinkan negara untuk 

memperjuangkan kepentingan nasionalnya dengan cara yang lebih diplomatis 

dan damai. Melalui diplomasi, negara dapat mencapai tujuan-tujuan strategis 

seperti perdamaian, keamanan, akses pasar global, dan perlindungan 

terhadap kepentingan ekonomi serta politiknya di tingkat internasional. 

Tanpa diplomasi yang kuat, negara rentan terhadap konflik dan pertentangan 

yang dapat mengancam stabilitas nasional dan regional. 

Kedua, diplomasi yang kuat memungkinkan negara untuk membangun 

hubungan yang baik dengan negara lain, baik secara bilateral maupun 

multilateral. Hal ini penting untuk mempromosikan kerja sama internasional 

dalam berbagai bidang seperti perdagangan, keamanan, lingkungan, dan 

kesejahteraan sosial. Melalui diplomasi yang aktif, negara dapat membangun 

kemitraan yang saling menguntungkan, menjaga stabilitas regional, dan 

menghadapi tantangan global bersama-sama. 

Ketiga, diplomasi yang kuat juga memainkan peran penting dalam 

mencegah konflik dan mempromosikan perdamaian. Dengan menggunakan 

saluran diplomasi, negara-negara dapat melakukan dialog, negosiasi, dan 

mediasi untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus menggunakan 

kekuatan militer. Diplomasi yang efektif juga memungkinkan negara untuk 

membangun mekanisme kerja sama internasional seperti forum-forum 

regional dan organisasi internasional, yang dapat menjadi platform untuk 

mencari solusi atas masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh komunitas 

internasional secara bersama-sama. Dengan demikian, diplomasi yang kuat 

sangat penting untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan 

kepentingan nasional di tingkat global. 

 

 



 

 

BAB 2 

DIPLOMASI KEMANUSIAAN  

DAN PERDAMAIAN INDONESIA 

 
Diplomasi kemanusiaan merupakan upaya untuk mempromosikan dan 

melindungi hak asasi manusia, mengurangi penderitaan manusia, dan 

membangun perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan di tingkat global. 

Diplomasi ini melibatkan negara-negara, organisasi internasional, dan 

berbagai aktor non-negara lainnya yang bekerja sama dalam mengatasi isu-

isu kemanusiaan dan memperjuangkan keadilan sosial. Prinsip utama 

diplomasi kemanusiaan adalah menghormati dan melindungi martabat 

manusia, keadilan, solidaritas, dan kesetaraan. Diplomasi ini berfokus pada 

upaya melindungi orang-orang yang mengalami kesulitan, seperti korban 

konflik, pengungsi, dan kelompok rentan lainnya, serta mempromosikan 

penyelesaian damai konflik dan upaya rekonstruksi pasca-konflik. 

Tujuan diplomasi kemanusiaan mencakup peningkatan akses terhadap 

bantuan kemanusiaan, upaya peningkatan pencegahan konflik, negosiasi dan 

mediasi untuk mencapai perdamaian, perlindungan hak asasi manusia, 

rehabilitasi sosial dan ekonomi pasca-konflik, serta membangun kapasitas 

masyarakat lokal dan pemerintah dalam menghadapi dan mengurangi 

dampak krisis. Dalam melaksanakan diplomasi kemanusiaan, negara-negara 

dan organisasi internasional dapat melakukan berbagai langkah, seperti 

mengirim misi kemanusiaan, menyediakan bantuan kemanusiaan, 

memfasilitasi dialog antara pihak yang terlibat dalam konflik, membangun 

kepercayaan, menyusun perjanjian dan kerangka hukum internasional untuk 

melindungi hak asasi manusia, serta membantu dalam rekonstruksi dan 

pembangunan pasca-konflik. 

Diplomasi kemanusiaan tidak hanya berperan dalam merespons krisis, 

tetapi juga dalam mencegah terjadinya krisis dan konflik. Dengan bekerja 

sama dalam diplomasi kemanusiaan, negara-negara dan organisasi 

internasional dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, adil, dan 

manusiawi di tingkat global. Dalam konteks dinamika perkembangan 

lingkungan strategis global, diplomasi kemanusiaan menjadi semakin relevan. 

Konflik bersifat kompleks dan meluas di berbagai negara dan wilayah, seperti 

di Timur Tengah, Rusia, Ukraina, Palestina, Israel, Afghanistan, dan Afrika. 

Situasi ini menciptakan penderitaan manusia yang besar, termasuk displace, 

kekurangan akses terhadap air, makanan, dan pelayanan kesehatan, serta 



 

 

BAB 3 

KETERGANTUNGAN NEGARA  

PASIFIK SELATAN PADA NEGARA LAIN 

 
Pada bab sebelumnya, penulis telah memaparkan tentang daya tarik 

negara Pasifik Selatan. Penulis memiliki alasan kuat untuk menulis tentang 

Pasifik Selatan karena wilayah ini memiliki daya tarik strategis yang penting 

secara geopolitik dan ekonomi. Pertama-tama, Pasifik Selatan dikenal sebagai 

jalur perdagangan utama yang menghubungkan Asia, Amerika, dan Australia. 

Wilayah ini merupakan lalu lintas maritim vital bagi perdagangan 

internasional, terutama dalam hal pengiriman barang dan sumber daya alam. 

Oleh karena itu, keamanan dan stabilitas di Pasifik Selatan sangat diperlukan 

untuk kelancaran aktivitas ekonomi global.  

Kedua, keberadaan sumber daya alam yang melimpah di Pasifik Selatan, 

seperti perikanan, mineral, dan energi, membuat wilayah ini menjadi incaran 

banyak negara. Kontrol atas sumber daya ini memberi kekuatan besar dalam 

hal ekonomi dan keamanan. Negara-negara di sekitar Pasifik Selatan, 

termasuk Indonesia, memiliki kepentingan strategis untuk memastikan 

pengelolaan yang berkelanjutan dan adil terhadap sumber daya ini, sekaligus 

melindungi kedaulatan wilayah mereka. Namun, dengan segala daya tarik 

tersebut negara Pasifik Selatan masih bergantung pada negara lain.  

Dalam konteks diplomasi, Indonesia aktif terlibat dalam upaya untuk 

mempromosikan kerjasama regional dan keamanan di Pasifik Selatan. Melalui 

inisiatif seperti Forum Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Forum) dan 

kerjasama bilateral dengan negara-negara di wilayah tersebut, Indonesia 

berupaya membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan. 

Diplomasi Indonesia di Pasifik Selatan juga mencakup bidang-bidang seperti 

pembangunan ekonomi, pertukaran budaya, dan penanganan isu-isu 

keamanan bersama, yang semuanya merupakan upaya untuk memperkuat 

posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam dinamika regional Pasifik 

Selatan. 

 

A. KETERGANTUNGAN NEGARA PASIFIK SELATAN PADA NEGARA 

LAIN: SEBAB, DAMPAK, DAN PERSPEKTIF MASA DEPAN 

Negara-negara di Pasifik Selatan terdiri dari 14 negara, yaitu Australia, 

Selandia Baru, Papua Nugini, Fiji, Samoa, Vanuatu, Kepulauan Solomon, 

Tonga, Kiribati, Tuvalu, Palau, Nauru, Marshall Islands, dan Federasi 



 

 

BAB 4 

PASIFIK SELATAN  

DALAM PERANGKAP THUCYDIDES 

 
Seiring berjalannya waktu, kawasan Pasifik Selatan telah menjadi medan 

baru bagi persaingan geopolitik yang intens antara Amerika Serikat dan China. 

Dinamika ini sering kali dianalisis melalui prisma "Perangkap Thucydides," 

konsep yang diperkenalkan oleh sejarawan Yunani kuno, Thucydides, untuk 

menggambarkan ketegangan yang tak terhindarkan ketika kekuatan yang 

sedang naik daun menantang kekuatan yang telah mapan. Dalam konteks 

kontemporer, fenomena ini tampak nyata dalam cara kedua negara adidaya 

ini memperluas pengaruhnya di Pasifik Selatan melalui berbagai bentuk 

diplomasi dan bantuan. 

Amerika Serikat, sebagai kekuatan yang telah lama dominan di kawasan 

Asia-Pasifik, berupaya mempertahankan posisinya dengan memperkuat 

hubungan militer dan ekonomi dengan negara-negara kepulauan Pasifik. 

Melalui berbagai program bantuan dan inisiatif diplomatik, Washington 

berusaha menggarisbawahi komitmennya terhadap stabilitas dan 

pembangunan regional. Program seperti South Pacific Tuna Treaty dan Pacific 

Pledge menjadi contoh konkret dari upaya Amerika Serikat untuk tetap 

relevan dan berpengaruh di kawasan tersebut. South Pacific Tuna Treaty, 

misalnya, tidak hanya memperkuat hubungan ekonomi tetapi juga 

memastikan akses berkelanjutan bagi armada penangkapan ikan AS di 

perairan Pasifik. 

Di sisi lain, China terus memperluas jangkauan ekonominya melalui 

kebijakan "Belt and Road Initiative" yang ambisius. Negara Tirai Bambu ini 

tidak hanya menawarkan bantuan pembangunan infrastruktur, tetapi juga 

mempromosikan investasi langsung dan perdagangan yang lebih erat dengan 

negara-negara di Pasifik Selatan. Strategi ini bertujuan untuk mengukuhkan 

hubungan bilateral yang lebih kuat dan memperluas pengaruh politik Beijing 

di kawasan tersebut. Sebagai contoh, investasi China di bidang infrastruktur 

di Vanuatu dan Fiji telah meningkatkan ketergantungan ekonomi negara-

negara tersebut terhadap China, sekaligus memperkuat posisi strategis 

Beijing di wilayah ini. 

Perlombaan diplomasi dan bantuan ini memicu berbagai dinamika baru 

dalam politik regional. Negara-negara kepulauan Pasifik, yang sebelumnya 

sering terabaikan dalam percaturan politik global, kini menemukan diri 



 

 

BAB 5 

DIPLOMASI KEMANUSIAAN DAN 

PERDAMAIAN INDONESIA 

 
Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang luas dan kaya akan 

keanekaragaman yang dimilikinya. Indonesia merupakan salah satu negara 

kepulauan terbesar dengan jumlah pulau sebanyak 17.491 yang terdiri dari 34 

Provinsi. Terdapat kurang lebih 1.340 suku bangsa yang tersebar dari Sabang 

sampai Merauke, serta Indonesia menjadi negara urutan kedua dengan 

bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Indonesia berbatasan 

langsung dengan dua Samudera besar yakni Samudera Pasifik dan Samudera 

Hindia dan berbatasan dengan Benua Asia dan juga Australia. Pada 

pembahasan kali ini akan berfokus pada kerjasama antara Indonesia dan juga 

negara-negara yang ada di Pasifik Selatan serta proyeksi diplomasi yang harus 

dilakukan Indonesia di Negara-Negara Pasifik Selatan.  

 

A. HUBUNGAN INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA DI PASIFIK 

SELATAN  

Pasifik Selatan merupakan gugusan-gugusan kepulauan yang terdiri dari 

berbagai negara kecil yang ada di selatan Samudera Pasifik. Kawasan-

kawasan ini dijuluki sebagai Pacific Rim (Baskom Pasifik). Gugusan pulau-

pulau ini berada di sebelah timur Indonesia lebih tepatnya dekat dengan 

Pulau Papua dan negara Papua Nugini. Istilah Pasifik Selatan digunakan pada 

South Pacific Forum (SPF) yang diadakan pada tahun 1971 yang terdiri dari 16 

negara yaitu Australia, Selandia Baru Cook Island, Fiji, Karibiati, Marshall 

Island Nauru, Niue, Tokelau, Palau, Papua Nugini, Samoa, Solomon Island, 

Tonga, Tuvalu, Timor Leste dan negara-negara teritori milik Amerika Serikat 

(Anshari G. 2016). Masyarakatnya pun memiliki karakteristik yang hampir 

mirip dengan orang-orang Indonesia karena berasal dari ras yang sama yakni 

Melanesia, selain itu kawasan ini didiami oleh ras suku Polinesia dan juga 

Mikronesia. Masing-masing suku ras tersebut mendiami tempat-tempat yang 

ada di kawasan Pasifik Selatan itu sendiri. 

Pada tahun 2005, Pasifik Selatan memperoleh devisa mencapai USD 1,5 

Miliar (Pacific Island Trade and Invest, 2012). Penghasilan yang didapatkan 

tidak jauh berbeda dengan Indonesia yakni mengandalkan sektor perikanan, 

perkebunan kelapa, pariwisata dan kerajinan tangan (Anshari G. 2016). 

Namun kekurangan Sumber Daya Manusia menyebabkan potensi-potensi 
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